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I. UMUM 

 

Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari Negara Republik 

Indonesia  yang berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan 

atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa 

Penting yang dialami Penduduk berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan 

terbangunnya database kependudukan serta keabsahan dan kebenaran 

atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. 

Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian 

dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya 

database kependudukan di Kota Tangerang Selatan. Dengan penerapan 

KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi memiliki KTP lebih 

dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el 

tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data 

penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk. 

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka segala yang berkaitan dengan 

pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan di Kota Tangerang 

Selatan tidak dipungut biaya.  
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Dengan penerapan KTP-el, masa pemberlakuan KTP-el yang diatur 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berlaku 5 (lima) tahun, 

dengan adanya Peraturan Daerah ini menjadi seumur hidup, sepanjang 

tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya 

domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan 

dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh 

Pemerintah Daerah maupun swasta serta diperolehnya penghematan 

keuangan Daerah setiap 5 (lima) tahunnya. 

Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu 

pula diperjelas perihal pengaturan Hak Akses atas pemanfaatan data 

Kependudukan baik bagi petugas pada Kecamatan, Kelurahan, dan Dinas, 

serta Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi 

administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya 

diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya 

denda administratif baik bagi penduduk Warga Negara Indonesia maupun 

bagi Penduduk Orang Asing, sehingga selain untuk mendorong tertib 

Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam 

pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun juga agar lebih 

mendorong iklim investasi ke Kota Tangerang Selatan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Angka 3 

Pasal 6 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 
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Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Data Kependudukan skala kota diterbitkan 

secara berkala per semester, yaitu untuk 

semester pertama diterbitkan tanggal 30 

Juni dan semester kedua diterbitkan 

tanggal           31 Desember. 

Yang dimaksud dibersihkan yaitu 

melakukan penghapusan data ganda. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Angka 5 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Angka 6 

Pasal 14 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (3a) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Dalam rangka kepemilikan 1 (satu) KTP-el 

untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem 

keamanan/pengendalian dari sisi 

administrasi ataupun teknologi informasi 

dengan melakukan verifikasi dan validasi 

dalam sistem database kependudukan serta 

pemberian NIK. 
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Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Angka 7 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Angka 8 

Pasal 16 

Angka 9 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Angka 10 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Angka 11 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Angka 12 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Angka 13 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Angka 14 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Angka 15 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Angka 16 

Pasal 35 

Ayat (1) 

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk 

dilaksanakan di Dinas tempat Penduduk 

berdomisili. 

Penulisan tempat lahir di dalam Akta 

Kelahiran tetap menunjuk pada tempat 

terjadinya kelahiran. 
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Ayat (1a) 

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa 

dipungut biaya sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Perundang-Undangan. 

Ayat (2)  

 Cukup jelas. 

Ayat (3)  

 Cukup jelas. 

Ayat (4)  

 Cukup jelas. 

Ayat (5)  

 Cukup jelas. 

Angka 17 

Pasal 37 

Ayat (1) 

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk 

dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. Penulisan tempat lahir di 

dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk 

pada tempat terjadinya kelahiran. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Angka 18 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Angka 19 

Pasal 47 

Ayat (1)  

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga 

kepada Dinas dilaksanakan secara 

berjenjang kepada rukun tetangga, rukun 

warga, kelurahan dan kecamatan. 

Ayat (1a) 

Cukup jelas. 

Ayat (1b) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2)  

Cukup jelas 

Ayat (3)  

Cukup jelas 

Ayat (4)  

Cukup jelas 

Angka 20 

Pasal 53 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pengakuan anak” 

merupakan pengakuan seorang ayah 

terhadap anaknya yang lahir dari 

perkawinan yang telah sah menurut 

hukum agama dan disetujui oleh ibu 

kandung anak tersebut. 

Ayat (1a) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Angka 21 

Pasal 54 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pengesahan 

anak” merupakan status seorang anak 

yang lahir dari perkawinan yang telah sah 

menurut hukum agama, pada saat 

pencatatan perkawinan dari kedua orang 

tua anak tersebut telah sah menurut 

hukum negara. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Angka 22 

Pasal 65 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Yang dimaksud dengan “cacat 

fisik dan/atau mental” 

berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang 

menetapkan tentang hal tersebut. 

Huruf l 

Cukup jelas. 
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Huruf m 

Cukup jelas. 

Huruf n 

Cukup jelas. 

Huruf o 

Cukup jelas. 

Huruf p 

Cukup jelas. 

Huruf q 

Cukup jelas. 

Huruf r 

Cukup jelas. 

Huruf s 

Cukup jelas. 

Huruf t 

Cukup jelas. 

Huruf u 

Cukup jelas. 

Huruf v 

Cukup jelas. 

Huruf w 

Cukup jelas. 

Huruf x 

Cukup jelas. 

Huruf y 

Cukup jelas. 

Huruf z 

Cukup jelas. 

Huruf aa 

Cukup jelas. 

Huruf bb 

Cukup jelas. 

Huruf cc 

Cukup jelas 

Huruf dd 

Cukup jelas. 

 



- 9 - 
 

PARAF HIERARKI  PARAF HIERARKI 

Asisten Tata Pemerintahan dan KESRA :   Wakil Walikota :  

Kepala Bagian Hukum SETDA :   Sekretaris Daerah :  

 
PARAF KOORDINASI 

Kepala Bagian Organisasi SETDA :  

 

Huruf ee 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “data agregat” 

adalah kumpulan data tentang Peristiwa 

Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis 

kelamin, kelompok usia, agama, 

pendidikan dan pekerjaan. 

Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” 

adalah data yang berupa angka-angka. 

Yang dimaksud dengan “data kualitatif 

adalah yang berupa penjelasan. 

Ayat (4) 

Data Kependudukan yang dimanfaatkan 

oleh Pengguna adalah Data 

Kependudukan yang sudah 

dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh 

Kementerian yang bertanggung jawab 

dalam urusan pemerintahan dalam 

negeri. 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan 

“pemanfaatan pelayanan publik”, 

antara lain untuk penerbitan 

surat izin mengemudi, izin usaha, 

pelayanan wajib pajak, pelayanan 

perbankan, pelayanan penerbitan 

sertipikat tanah, asuransi, 

jaminan kesehatan masyarakat 

dan/atau jaminan sosial tenaga 

kerja. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan 

“pemanfaatan perencanaan 

pembangunan”, antara lain 

untuk perencanaan 

pembangunan nasional, 

perencanaan pendidikan, 

perencanaan kesehatan, 

perencanaan tenaga kerja 

dan/atau pengentasan 

masyarakat dari kemiskinan. 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan 

“pemanfaatan alokasi anggaran”, 

antara lain untuk penentuan 

dana alokasi umum (DAU) 

dan/atau perhitungan potensi 

perpajakan. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan 

“pemanfaatan pembangunan 

demokrasi”, antara lain untuk 

penyiapan data agregat 

kependudukan per kecamatan 

(DAK2) dan/atau penyiapan Data 

Penduduk Potensial Pemilih 

Pemilu (DP4). 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan 

“pemanfaatan penegakan hukum 

dan pencegahan kriminal”, 

antara lain untuk memudahkan 

pelacakan pelaku kriminal, 

mencegah perdagangan orang 

dan/atau mencegah pengiriman 

tenaga kerja ilegal. 

Angka 23 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Angka 24 

Pasal 71 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Fungsi KTP-el ditingkatkan secara 

bertahap menjadi KPT-el multiguna. 

Data perseorangan yang dimuat dalam cip 

akan disesuaikan dengan kebutuhan. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Angka 25 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

Angka 26 

Pasal 77A 

Yang dimaksud dengan “pengurusan dan 

penerbitan” meliputi penerbitan baru, 

penggantian akibat rusak atau hilang, 

pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat 

perubahan elemen data. 

Angka 27 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

Angka 28 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Angka 29 

Pasal 86 

Ayat (1) 

Menteri adalah menteri yang 

bertanggung jawab dalam urusan 

pemerintahan dalam negeri. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Angka 30 

Pasal 90 

Cukup jelas. 
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Angka 31 

Pasal 91 

Dihapus. 

Angka 32 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

Angka 33 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

Angka 34 

Pasal 98 

Dihapus. 

Angka 35 

Pasal 100A 

Cukup jelas. 

Angka 36 

Pasal 104 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 
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